ANALISIS IMPLEMENTASI ANGGARAN BERBASIS
KINERJA PADA SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GORONTALO
UTARA

Oleh
MENTARI BUYUNGGADANG
E11.17.132

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian

Guna Memperoleh Gelar Sarjana

PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO
2021



Pernyataan

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

L

Karya tulis saya (Skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk
mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo

maupun diperguruan tinggi lainnya.

. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri

tanpa ada bantuan dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.

. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah

dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan dalam daftar

pustaka.

. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari

terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya
bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah
diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang

berlaku diperguruan tinggi ini.

Gorontalo, 01 Mei 2021

Yang membuat pernyataan

& I°R
08D17AHFo125
6000
NAM RIBURUPIAH
L ]

(Mentari Buyunggadang)
E11.17.132

£

=




HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS IMPLEMENTASI ANGGARAN BERBASIS
KINERJA PADA SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA

Oleh

MENTARI BUYUNGGADANG
E11.17.132

Telah Memenuhi syarat dan Dipertahankan pada komisi Ujian Akhir
Hari/Tanggal : Sabtu, 22 Mei 2021
Komisi Penguji :
1. Rahma Rizal, SE., Ak., M.Si
2. Afriana Lomagio, SE., M.Ak
3.Darmawati Baharuddin, SE., M.Ak

4. Reyther Biki, SE., M.Si

5.Fitrianti, SE., M.Ak

Mengetahui

A
.

Ketpa Program Studi Akuntansi

NIDN 09 140279 02

i



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS IMPLEMENTASI ANGGARAN BERBASIS
KINERJA PADA SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GORONTALO
UTARA

OLEH

MENTARI BUYUNGGADANG
E11.17.132

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar sarjana

dan telah disetujui oleh Tim Pembimbing pada tanggal

Gorontalo, 03 Mei 2021

Pembimbing 1 Pembimbing 11
Ty
Biki., SE., ML.Si Fitrianti, SE., MLAk

NIDN. 0927077001 NIDN.0901129001

v



ABSTRACT

MENTARI BUYUNGGADANG. E1117132. THE ANALYSIS OF
PERFORMANCE-BASED BUDGET IMPLEMENTATION AT THE
SECRETARIAT OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVE OF
NORTH GORONTALO REGENCY

This study aims to determine the analysis of performance-based budget
implementation at the Secretariat of the Regional House of Representatives of
North Gorontalo Regency. The method used in this study is a qualitative
descriptive method. The sources of data used are primary data and secondary
data. The data collection techniques used are observation, interviews, literature
study, and documentation. The data analysis method employed is through data
reduction, data display, and conclusion drawing. The results of this study indicate
that from the aspect of strategic formulation, they have carried out strategy
formulation. In the strategic planning aspect, it is found that they have
implemented the vision and mission formulation. In the programming aspect, it is
said that the programs they run can always achieve maximum output In the case
of the budgeting aspect, it has been recorded well. It is found that the
implementation aspect based on the output results are the same as the initial
planning, and the performance evaluation aspect is carried out based on the
discussions on the meetings and the evaluation results is open information related
to the progress of the program implementation activities that have been budgeted.

Keywords: budget implementation, performance-based



ABSTRAK

MENTARI BUYUNGGADANG. E1117132. ANALISIS IMPLEMENTASI
ANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO
UTARA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis implementasi anggaran
berbasis kinerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Gorontalo Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode deksriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan
data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi,
wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Sementara metode analisis data yang
digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa dilihat dari aspek perumusan strategik sudah
melakukan perumusan strategi, kemudian aspek perencanaan strategik dapat
disimpulkan yakni sudah melaksanakan perumusan visi dan misi, aspek
penyusunan programnya dapat disimpulkan bahwa program yang mereka jalankan
selalu bisa mencapai output dengan maksimal, aspek penganggarannya dapat
disimpulkan bahwa sudah tercatat dengan bagus, aspek implementasinya dapat
disimpulkan bahwa hasil outputnya sama dengan perencanaan diawal, dan aspek
evaluasi kinerja dapat disimpulkan bahwa dilakukan berdasarkan rapat dan hasil
evaluasinya akan dibacakan untuk informasi terkait progres pelaksanaan program
kegiatan yang sudah dianggarkan.

Kata kunci: implementasi anggaran, berbasis Kinerja
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang memeluk asas
desentralisasi di dalam pengelolaan pemerintahan, serta memberikan peluang dan
keleluasan kepada daerah untuk menjalankan otonomi daerah serta bertanggung
jawab penuh kepada daerah secara proposional. Dengan adanya pemberian
kewenangan ini dapat diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan
pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah sepadan dengan prinsip demokrasi dan
peran serta masyarakat.

Kebijakan otonomi daerah diawali dengan dikeluarkannya ketetapan MPR
Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaran otonomi daerah. Pelaksanaan
otonomi daerah tersebut telah diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
1999 yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dari kedua perubahan Undang-Undang tersebut adalah tonggak awal
dalam pelaksanaan otonomi daerah dan proses awal terjadinya reformasi
penganggaran keuangan daerah di indonesia. Diikuti Peraturan Pemerintah Dalam

Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan



Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan good governance and clean government di
bidang keuangan Negara pemerintah indonesia menjalankan reformasi dibidang
pengelolaan keuangan negara. Reformasi yang ditujui antara lain ditandai dengan
diterbitkannya paket undang-undang dibidang keuangan negara. Undang-undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara,undang-undang No. 1 Tahun
2004 tentang perbendahaaran negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta
Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan dan penganggaran
di Indonesia.

Menurut Halim dan Kusufi (2016) Anggaran merupakan dokumen yang
berisi estimasi Kinerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran, yang disajikan
dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan
menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja.

Menurut Indra Bastian (2010) Anggaran (budget) adalah rencana operasi
keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber
pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.

Menurut Irawan (2014) Kinerja merupakan perwujudan hasil kerja yang
dilakukan oleh karyawan yang biasanya dipakai sebagai dasar penilaian terhadap

karyawan atau organisasi. Kinerja yang baik merupakan suatu langkah untuk



menuju tercapainya tujuan organisasi. Oleh karena itu Kinerja merupakan sasaran
penentu dalam mencapai tujuan organisasi, tetapi hal ini tidak mudah dicapai
karena banyak faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja seseorang.

Pendekatan penganggaran berbasis kinerja lebih berfokus terhadap output
dan outcome dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Penerapan
pendekatan anggaran berbasis kinerja akan dapat menimbulkan efisiensi,
efektivitas, dan rasionalitas dalam pengelolaan anggaran. Dua pendekatan yang
lain yaitu unified budgeting dan Medium Term Expenditure Framework adalah
bentuk implementasi bagi sempurnanya pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja.

Menurut Bastian (2010) anggaran berbasis Kkinerja adalah sistem
penganggaran yang berorientasi pada output organisasi yang berkaitan sangat erat
dengan visi dan misi serta perencanaan strategis organisasi.

Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan
keuangan Daerah pasal 132 menyatakan bahwa DPRD melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD. Pengawasan yang
dimaksud bukan berarti dalam hal pemeriksaan, akan tetapi lebih mengarah pada
pengawasan untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam
APBD.

Peraturan pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban anggaran menjelaskan bahwa : 1) Pengawasan atas anggaran
dilakukan oleh dewan, 2) Dewan berwenang memerintahkan pemeriksaan

eksternal didaerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran.



Menurut Farwitawati dkk (2016) Penganggaran merupakan rencana
keuangan yang secara sistematis menunjukkan alokasi sumber daya manusia,
material dan sumber daya lainnya. Ada berbagai variasi dalam sistem
penganggaran pemerintah dikembangkan untuk melayani berbagai tujuan
termasuk guna pengendalian keuangan, rencana manajemen, prioritas dari
penggunaaan dana dan pertanggung jawaban kepada publik. Penganggaran
berbasis kinerja antara lain menjadi jawaban untuk digunakan sebagai alat
pengukuran dan pertanggung jawaban Kinerja pemerintah.

Pada tahun 2006, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Sejak saat itu
penerapan anggaran berbasis kinerja mulai secara efektif dilaksanakan. Untuk
memenuhi pelaksanaan otonomi di bidang keuangan dengan diterbitkannya
berbagai peraturan pemerintah yang baru, diperlukan sumber daya yang dapat
mampu untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah berbasis
Kinerja.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu bagian
dari pemerintah daerah, karena di dalam negara kesatuan tidak ada legislatif
daerah, oleh karena itu DPRD dimasukkan ke dalam penyelenggaraan pemerintah
daerah, namun begitu kewenangan DPRD tidak seperti kepala daerah yang
memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan pemerintahan, kewenangan
DPRD dibatasi hanya melaksanakan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang,
diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan

bahwa: "DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan”. Mengenai



fungsi pengawasan tentu akan jadi kontroversi dalam menjalankan fungsinya
karena di satu sisi DPRD adalah bagian dari Pemerintah Daerah tetapi di sisi lain
DPRD harus mengawasi jalannya pemerintahan daerah.

Kabupaten Gorontalo Utara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi
Gorontalo yang sudah menerapkan sistem Anggaran Berbasis Kinerja pada
penyelenggaraan pemerintahan. Sekretariat Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
menjadi salah satu bagian pemerintah daerah yang menerapkan sistem tersebut.
Dari wawancara peneliti diawal yang dalam hal ini sudah dilakukan di Sekretariat
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara bahwa
pelaksanaan anggaran berbasis kinerja masih belum optimal hal ini dikarenakan
kurangnya sumber daya manusia dan sarana dan prasarana belum memadai. Selain
itu permasalahan yang sering timbul pada sekretariat DPRD Kabupaten Gorontalo
Utara dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja yaitu kemampuan keuangan
daerah masih dibawah sehingga alokasi anggaran kesekretariat itu juga masi
belum memadai. Penyusunan anggaran ini harus sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, begitu juga dengan pelaksanaan anggaran
berbasis kinerja. Dimana pelaksanaan ini diharapkan oleh DPRD dapat dilakukan
sesuai dengan mekanisme pelaksanaan anggaran berbasis Kinerja untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian diatas penulis berkeinginan untuk melakukan
penelitian dengan judul “Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja
Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten

Gorontalo Utara”.



1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian diatas, maka

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
Bagaimanakah implementasi anggaran berbasis kinerja pada sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian
1.3.1 Maksud Penelitian
Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh dan

menganalisis implementasi anggaran berbasis kinerja pada sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara.
1.3.2 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Pada
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo

Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-

pihak yang berkepentingan dalam masalah ini,yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan pengetahuan tentang perkembangan teoritis
dalam bidang akuntansi sektor publik khususnya analisis implementasi anggaran

berbasis kinerja pada sekretariat DPRD.



1.4.2 Manfaat Praktis

a)

b)

Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan,
serta pemahaman penulis dalam ilmu akuntansi terkhususnya anggaran
berbasis kinerja.
Bagi Instansi Sekretariat DPRD

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan
pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh Sekretariat DPRD
Kabupaten Gorontalo Utara dan pemangku kepentingan yang terkait
dengan perencanaan dan penyerapan anggaran.
Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan
tambahan serta dapat dijadikan bahan referensi, terkhusus untuk mengkaji

topik-topik yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.



BAB Il

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka
2.1.1 Pengertian Anggaran

Pada dasarnya, anggaran merupakan rencana tindakan manajerial untuk
mencapai tujuan organisasi. Negara/ daerah sebagai suatu entitas sektor publik
juga memanfaatkan anggaran sebagai alat untuk mencapai tujuan.Anggaran
pemerintah daerah kita kenal sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD).Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai anggaran sektor
publik harus mencakup aspek perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas
publik.

Menurut Nafarin (2015) Anggaran merupakan suatu rencana kuantitatif
(satuan jumlah) periodik anggaran yang disusun berdasarkan program yang telah
disahkan.

Menurut Bastian (2015) Anggaran ialah dapat diinterpresentasikan sebagai
paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang
diharapkan akan terjadi dalam satu atau periode mendatang.

Menurut Mardiasmo (2011) Anggaran merupakan pernyataan mengenai
estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang
dinyatakan dalam ukuran financial, sedangkan penganggaran adalah proses atau

metode untuk mempersiapkan suatu anggaran.



Anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian
jangka pendek yang efektif dalam organisasi (Anthony dan Govindarajan 2011).

Anggaran dapat diinterprestasikan sebagai paket pernyataan menyangkut
perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu
atau beberapa periode mendatang (Bastian, 2010).

Anggaran merupakan alat perencanaan dan pengendalian. Perencanaan
adalah pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya
dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan-tujan tertentu, sedangkan pengendalian
adalah melihat ke belakang, memutuskan apa yang sebenarnya telah terjadi dan
membandingkannya dengan hasil yang direncanakan sebelumnya (Sri Rahayu dan
Andry Arifian Rachman 2013).

Menurut Mardiasmo (2015) Anggaran sektor publik penting karena
beberapa alasan yaitu :

1. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan
sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup
masyarakat.

2. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat
yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada
terbatas.

3. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung
jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrumen

pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada.
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Berdasarkan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa anggaran
(Budget) merupakan suatu rencana yang terinci dan sistematis yang meliputi
seluruh kegiatan dalam instansi pemerintahan yang dinyatakan dalam satuan
moneter dan rencana masa depan untuk jangka waktu tertentu dan disusun secara
formal, artinya bahwa anggaran tersebut disusun dengan sengaja dan bersungguh-

sungguh dalam bentuk tertulis.

2.1.2 Kinerja

Menurut PP No.58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan
daerah,Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah
dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas
yang terukur.

Menurut Farasmy (2012) Kinerja merupakan suatu proses kerja dalam
organisasi yang meliputi perilaku para pelakunya (atasan dan bawahan,
pegawai/pekerja), proses pekerjaan serta hasil pekerjaan yang dicapai.

Menurut Hasibuan (2015) Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai
seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang
didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu.
Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen untuk bisa meningkatkan
kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Kinerja yaitu hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau sekelompok
orang dalam suatu organisasi sesuai dengan hasil yang diharapkan dalam rangka
mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu. Kinerja merupakan

catatan outcome yang dihasilkan dari fungsi pegawai tertentu atau kegiatan yang
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dilakukan selama periode waktu tertentu. Kinerja suatu jabatan secara keseluruhan
sama dengan jumlah (rata-rata) dari Kinerja fungsi pegawai atau kegiatan yang
dilakukan (Yulius, 2014).

Dari pengertian diatas,dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja merupakan
perilaku berkarya/gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu

kegiatan dalam mewujudkn tujuan strategis yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.1.3 Anggaran Berbasis Kinerja
2.1.3.1 Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja

Dengan adanya reformasi sektor publik yang salah satunya ditandai
dengan munculnya era New Public Management telah mendorong usaha
mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis dalam penyusunan anggaran
sektor publik. Salah satu pendekatan dalam penyusunan anggaran tersebut yaitu
pendekatan anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting).

Menurut Halim dan Igbal (2012) Anggaran berbasis kinerja merupakan
penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan Yyang
dituangkan dalam kegiatankegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan
termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan
hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja.

Menurut Anggarini dan Puranto (2010) Anggaran berbasis kinerja
merupakan sistem perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang menekankan
pada keterkaitan antara anggaran dengan hasil yang diinginkan. Penerapan
anggaran berbasis Kkinerja harus dimulai dengan perencanaan Kinerja, baik pada

level nasional (pemerintah) maupun level instansi (kementerian/lembaga), yang
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berisi komitmen tentang Kinerja yang akan dihasilkan, yang dijabarkan dalam
programprogram dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan.

Anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang
dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara anggaran (input) dengan
keluaran (output) dan hasil (outcome) yang diharapkan dari kegiatan dan program
termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut (Mahmudi 2016).

Anggaran berbasis kinerja adalah suatu sistem penyusunan anggaran yang
mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output) dari perencanaan alokasi
biaya atau input yang ditetapkan (Djayasinga 2015).

Menurut Sonny Sumarsono (2010) Anggaran berbasis kinerja adalah
sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi yang berkaitan
sangat erat dengan visi, misi dan rencana strategis organisasi.

Menurut Bastian (2015) Anggaran berbasis kinerja adalah sistem
penganggaran yang berorientasi pada output organisasi yang berkaitan sangat erat
dengan visi dan misi serta perencanaan strategis organisasi.

Anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penyusunan dan pengelolaan
anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja
tersebut mencerminkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik yang berarti
berorientasi pada kepentingan publik (Mardiasmo 2015).

Anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran bagi manajemen
untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan
dengan output dan outcome yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian

outcome dari output tersebut (Halim 2014).
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Sistem penganggaran ini mengaitkan langsung antara output dengan
outcome yang ingin dicapai yang disertai dengan penekanan terhadap efektifitas
dan efisiensi anggaran yang dialokasikan (Sulistio 2012).

Berdasarkan definisi dari beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa
anggaran berbasis kinerja adalah sebuah sistem perencanaan, penganggaran dan
evaluasi yang mengutamakan pencapaian hasil kerja (output/outcome) dari
berbagai program dan kegiatan yang akan dicapai sehubungan dengan
penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Hal ini berarti
bahwa setiap dana yang dianggarkan untuk melaksanakan berbagai program dan
kegiatan harus terukur secara jelas indikator kinerjanya yang direpresentasikan ke
dalam tolak 32 ukur kinerja input, output, outcome, benefit, dan impact serta
target atau sasaran yang diharapkan.
2.1.3.2 Tujuan Anggaran Berbasis Kinerja

Tujuan disusunnya anggaran berbasis kinerja adalah untuk meningkatkan
efisiensi alokasi dan produktivitas (allocative and productive efficiency) dari
belanja pemerintah. Menurut Anggarini dan Puranto (2010:103) tujuan dilakukan
penyusunan anggaran berbasis kinerja meliputi:

1. Efisiensi pelaksanaan anggaran dengan menghubungkan kerja dan kegiatan
terhadap biaya.

2. Mendukung alokasi anggaran terhadap prioritas program dan kegiatan.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

4. Merubah paradigma dan Kinerja lembaga berdasarkan besar dana yang

menjadi penilaian berdasarkan pencapaian kinerja yang diukur dengan
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indikator-indikator substantif yang dihasilkan suatu program atau kegiatan
yang dilaksanakan secara efisien, efektif, dan ekonomis dan sejalan dengan
kebijakan organisasi.
2.1.3.3 Prinsip-Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja
Menurut Halim dan Igbal (2012:178) dalam menyusun anggaran berbasis
Kinerja perlu memperhatikan prinsip-prinsip penganggaran, yaitu:
1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran
Anggaran harus menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan,
sasaran, hasil dan juga manfaat yang dapat diperoleh masyarakat dari suatu
program/kegiatan yang dianggarkan.
2. Disiplin Anggaran
Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur
secara masuk akal yang nantinya dapat dicapai untuk setiap sumber
pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos anggaran
merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
3. Keadilan Anggaran
Pemda wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya dengan adil
agar dapat dinikmati olleh seluruh komponen masyarakat tanpa adanya
diskriminasi didalam pemberian pelayanan.
4. Efektifitas dan Efisiensi Anggaran
Penyusunan anggaran harus dilakukan dengan azas efisiensi, tepat

waktu da tepat guna serta dapat dipertanggungjawabkan.
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5. Disusun Dengan Pendekatan Kinerja
Penyusunan anggaran dengan pendekatan kinerja mengutamakan pada
pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya yang telah ditetapkan.
2.1.3.4 Manfaat Anggaran Berbasis Kinerja
Taufik (2014) mengemukakan bahwa dalam penerapan anggaran berbasis
kinerja akan memberikan manfaat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan
dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan sebagai berikut :

1. Anggaran berbasis kinerja yang memungkinkan pengalokasian sumber daya
yang terbatas untuk membiayai kegiatan prioritas pemerintah, sehingga tujuan
pemerintah dapat tercapai dengan efisien dan efektif.

2. Penerapan anggaran berbasis kinerja adalah hal yang penting untuk menuju
pelaksanaan kegiatan pemerintah yang transparan. Dengan anggaran yang
jelas, dan juga output yang jelas, serta adanya hubungan yang jelas antara
pengeluaran dan output yang hendak dicapai maka akan tercipta transparansi.

3. Penerapan anggaran berbasis kinerja mengubah fokus pengeluaran pemerintah
keluar dari line item system, menuju pendanaan program pemerintah yang
bertujuan khusus terkait dengan kebijaksanaan prioritas pemerintah.

4. Organisasi pembuat kebijakan seperti Dinas/Kantor berada pada posisi yang
lebih baik untuk menentukan prioritas kegiatan pemerintah yang rasional
ketika pendekatan anggaran berbasis kinerja.

2.1.3.5 Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran berbasis kinerja merupakan penyusunan yang dilakukan dengan

memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang
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diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Oleh
karena itu, suatu anggaran yang akan disusun harus mampu menjadi panduan
yang baik bagi pelaksanaan aktivitas yang akan dilaksanakan oleh organisasi
sesuai dengan tujuan dan strategi yang telah ditetapkan. Tahapan penyusunan
anggaran berbasis kinerja mengacu pada proses pengelolaan keuangan daerah dan
menurut Anggarini dan Puranto (2010:84) tahapan tersebut terdiri dari:
1. Perumusan strategi
2. Perencanaan strategik
3. Penyusunan program dan kegiatan
4. Penganggaran
5. Implementasi
6. Pelaporan kinerja
7. Evaluasi kinerja
8. Umpan balik
Adapun penjelasan dari kutipan di atas adalah sebagai berikut:
1. Perumusan strategi
Tahap paling awal dalam penyusunan anggaran berbasis Kinerja adalah

perencanaan. Perencanaan dimulai dari perumusan strategi. Pada prinsipnya,
terdapat beberapa langkah yang lazim dalam melakukan perumusan strategi yaitu:

a. Mengidentifikasi kewajiban-kewajiban organisasi;

b. Menilai lingkungan internal organisasi untuk mengidentifikasi apa yang

menjadi kekuatan dan kelemahan (core competence);
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c. Menilai lingkungan eksternal organisasi untuk mengidentifikasi apa yang
menjadi peluang dan ancaman;
d. Mengidentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi organisasi;
e. Perumusan strategi untuk mengelola isu tersebut.
2. Perencanaan strategik
Untuk penyusunan anggaran berbasis kinerja, terlebih dahulu harus
mempunyai Rencana Stratejik (Renstra). Renstra merupakan kegiatan dalam
mencari tahu dimana organisasi berada saat ini, arahan kemana organisasi harus
menuju, dan bagaimana cara (stratejik) untuk mencapai tujuan itu.
a. Merumuskan visi dan misi organisasi;

Visi menyatakan cara pandang jauh ke depan kemana instansi
pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif, dan inofativ.
Sementara misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi
pemerintah sesuai dengan visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi
dapat terlaksana dengan baik.

b. Merumuskan tujuan dan sasaran (goal setting);

Tujuan strategik memuat secara jelas arah mana yang akan dituju
atau diinginkan organisasi, yang merupakan penjabaran lebih lanjut atas
misi yang telah ditetapkan. Sasaran strategik merupakan penjabaran lebih
lanjut dari misi dan tujuan, yang merupakan bagian integral dalam proses
pencapaian kinerja yang diinginkan.

c. Merumuskan strategik-strategik untuk mencapai tujuan dan sasaran

tersebut.
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3. Penyusunan program
Penyusunan program (programming) adalah proses pembuatan keputusan
mengenai program-program yang akan dilaksanakan organisasi dan 46 taksiran
jumlah sumber-sumber yang akan dialokasikan untuk setiap program tersebut.
Program sendiri merupakan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan organisasi
untuk melaksanakan strategi yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategi.
Penyusunan program meliputi dua kegiatan utama, yaitu:
a. Analisis usulan program baru Usulan program baru yang diusulkan oleh
semua elemen organisasi akan diuji kelayakannya.
b. Penelaahan program yang sedang berjalan
4. Penganggaran
Program-program yang telah ditetapkan harus dikaitkan dengan biaya.
Secara keseluruhan biaya program tersebut akan diringkas dalam bentuk
anggaran. Anggaran sebenarnya merupakan penjabaran secara terperinci atas
program-program yang telah ditetapkan dalam bentuk satuan moneter. Dalam
proses penyusunan anggaran berbasis kinerja yang harus diperhatikan adalah:
a. Menetapkan Standar Analisis Belanja
b. Membuat Tolak Ukur Kinerja
5. Implementasi
Selama tahap implementasi, pemimpin instansi bertanggung jawab untuk
memonitor pelaksanaan kegiatan dan bagian keuangan melakukan pencatatan atas

penggunaan anggaran (input) dan output dalan sistem akuntansi keuangan.
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6. Evaluasi kinerja
Dalam rangka penerapan anggaran berbasis kinerja, organisasi
melaksanakan evaluasi kinerja kegiatan pada suatu unit kerja di lingkungannya
berdasarkan sasaran atau dan/atau standar kinerja kegiatan yang telah ditetapkan.
Evaluasi kinerja merupakan salah satu alat analisa yang menghasilkan kesimpulan
tentang tingkat efisien dan efektivitas pencapaian sasaran sebagaimana tercantum
dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Evaluasi kinerja kegiatan
meliputi evaluasi efisiensi tingkat kehematan pemanfaatan sumber daya (input)
yang dilakukan melalui pembandingan realisasi dan rencana pemanfaatan sumber
daya (input) pada setiap jenis kegiatan dan evaluasi efektivitas ketepatan hasil
(output) dilakukan melalui pembandingan hasil (output) dengan target rencana.
Hasil evaluasi kinerja akan memberikan informasi tentang keberhasilan atau
kegagalan program dan kegiatan. Hasil tersebut digunakan sebagai umpan balik
(feeedback) untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.
2.1.3.6 Karakteristik Anggaran Berbasis Kinerja
Karakteristik Anggaran Berbasis Kinerja dijelaskan oleh Nordiawan dan
Hertianti (2011) sebagai berikut :
1. Mengelompokkan anggaran berdasarkan program atau aktivitas.
2. Setiap program atau aktivitas dilengkapi dengan indikator kinerja yang
menjadi tolak ukur keberhasilan.
3. Pada tingkat yang lebih maju, pendekatan ini dicirikan dengan
diterapkannya unit costing untuk setiap aktivitas. Dengan demikian, total

anggaran untuk suatu organisasi adalah jumlah dari perkalian dari biaya
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standar per unit dengan jumlah unit aktivitas yang diperkirakan pada

periode mendatang.
2.1.3.7 Keunggulan dan Kelemahan Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran berbasis kinerja merupakan bagian dari New Public
Management yang merupakan penyempurnaan dari anggaran tradisional, dimana
anggaran dengan pendeketan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai
kekurangan yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan
untuk mengukur Kkinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran publik. Meskipun
demikian, anggaran berbasis Kkinerja tidak terlepas dari adanya kelebihan dan
kekurangan. Menurut Halim dan Kusufi (2016:57) dijelaskan bahwa keunggulan
dan kekurangan dari anggaran kinerja ini adalah sebagai berikut:

1) Keunggulan dari penggunaan anggaran berbasis Kinerja adalah:

a. Adanya pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan.

b. Merangsang partisipasi dan memotivasi unit kerja.

c. Pengalokasian dana secara optimal dengan didasarkan efisiensi unit

kerja.
d. Menghindari pemborosan.
2) Kelemahan dari anggaran berbasis kinerja adalah sebagai berikut:
a. Hanya sedikit dari pemerintah pusat dan daerah yang memiliki staf
anggaran atau akuntansi yang memiliki kemampuan memadai untuk

mengidentifikasikan unit pengukuran dan melaksanakan analisis biaya.
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b. Banyak jasa dana aktivitas pemerintah tidak dapat langsung terukur
dalam satuan unit output atau biaya per unit yang dapat dimengerti
dengan mudah.

c. Akun-akun dalam pemerintahan telah secara khusus dibuat dengan dasar
anggaran yang dikeluarkan (cash basis).

d. Kadang kala, aktivitas langsung diukur biayanya secara detail dan
dilakukannya pengukuran lainnya tanpa adanya pertimbangan yang
memadai apakah aktivitas tersebut perlu atau tidak.

2.1.4 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sekretariat dewan
mempunyai struktur susunan organisasi, agar dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya tidak kacau balau dan lebih muda dalam melaksanakan tugasnya.
Adapun susunan organisasi sekretariat DPRD terdiri dari :

a) Bagian Umum
1. Sub bagian umum dan perencanaan
2. Sub bagian kepegawaian dan
3. Sub bagian perlengkapan

b) Bagian Persidangan
1. Sub bagian persidangan dan risalah
2. Sub bagian perundang-undangan
3. Sub bagian dokumentasi

c) Bagian Protokol

1. Sub bagian protokol
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2. Sub bagian pelayanan aspirasi masyarakat
3. Sub bagian tata usaha pimpinan
d) Bagian keuangan
1. Sub bagian anggaran
2. Sub bagian perbendaharaan
3. Sub bagian akuntansi dan pelaporan
Setelah dibagi beberapa bagian, dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya, dibagi juga dalam beberapa sub bagian agar lebih mudah memilah
dalam melaksanakan tugasnya, maka bagian umum mempunyai tugas pokok
membantu sekretaris Dewan menyelenggaran administrasi umum, urusan
kepegawaian dan perlengkapan, untuk melaksanakan tugas pokok, bagian tata
usaha mempunyai fungsi :
a. Pengkajian dan perumusan kebijakan teknis bidang ketatausahaan,
pembinaan kepegawaian dan perlengkapan.
b. Pelayanan administrasi umum kesekretariatan.
c. Pelayanan umum kepegawaian.
d. Pelayanan urusan rumah tangga pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.
e. Urusan perlengkapan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta
perlengkapan kantor.
f. Urusan logistik.
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah.



2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu
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Keuangan dan
Aset Daerah
Kota Banda
Aceh)

Aceh dilakukan dengan
mempersiapkan dan
menyusun perencanaan
strategik, merumuskan
visi, misi, faktor-faktor
kunci keberhasilan,
tujuan, sasaran dan
strategi Dinas
Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kota
Banda Aceh,
merumuskan indikator
kinerja Dinas
Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kota
Banda Aceh dengan
berpedoman pada
kegiatan yang dominan,
menjadi isu nasional

dan vital bagi

No. | Nama Peneliti Judul Hasil Penelitian Perbedaan
Penelitian Penelitian
1. Nanda Murtaza | Analisis Hasil penelitian yang e Lokasi
(2018) implementasi diperoleh bahwa Penelitian

anggaran pelaksanaan e Metode
berbasis kinerja | penyusunan anggaran Analisis
(Studi Dinas berbasis kinerja pada Data
Pengelolaan DPKAD Kota Banda
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pencapaian visi dan misi
Dinas Ppengelolaan
Keuangan dan Aset
Daerah Kota Banda
Aceh.

Tri Triyana Pengaruh Berdasarkan hasil uji e Lokasi
(2020) implementasi validitas 24 responden Penelitian
anggaran diketahui bahwa nilali e Metode
berbasis kinerja | koofisien korelasi r Analisis
terhadap Kinerja | hitung setiap pertanyaan Data
organisasi dari masing-masing
perangkat variabel lebih besar dari
daerah (Studi r tabel sehingga item
Kasus Di pertanyaan yang
Kantor digunakan valid. t-
Kecamatan hitung(17.789) > t-tabel
Madang Suku Il | (2.07387) maka Ho
Kabupaten ditolak dan Ha diterima.
OKU Timur) Artinya bahwa ada
pengaruh yang
signifikan implementasi
anggarn berbasis kinerja
terhadap Kinerja
organisasi perangkat
daerah (studi kasus di
kantor kecamatan
madang suku I1
kabupaten oku timur)
Muh. Imadudin | Implementasi Hasil penelitian ini e Lokasi
Akmal (2018) | Anggaran adalah implementasi Penelitian
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Berbasis penganggaran berbasis
Kinerja (Studi Kinerja sudah diterapkan

Kasus Pada secara benar, dilihat dari
Satuan lima aspek, perencanaan
Perangkat anggaran dan kinerja,
Daerah realisasi anggaran,
Kabupaten pengukuran Kinerja,
Maros) evaluasi kinerja dan

pelaporan anggaran dan
Kinerja.

2.3 Kerangka Pemikiran
Anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran Yyang
dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara anggaran (input) dengan
keluaran (output) dan hasil (outcome) yang diharapkan dari kegiatan dan program
termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut (Mahmudi 2016).
Oleh karena itu, suatu anggaran yang akan disusun harus mampu menjadi
panduan yang baik bagi pelaksanaan aktivitas yang akan dilaksanakan oleh
organisasi sesuai dengan tujuan dan strategi yang telah ditetapkan. Tahapan
penyusunan anggaran berbasis Kinerja mengacu pada proses pengelolaan
keuangan daerah dan menurut Anggarini dan Puranto (2010:84) tahapan tersebut
terdiri dari:
1. Perumusan strategi
Tahap paling awal dalam penyusunan anggaran berbasis Kinerja adalah

perencanaan. Perencanaan dimulai dari perumusan strategi.
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2. Perencanaan strategik
Untuk penyusunan anggaran berbasis Kinerja, terlebih dahulu harus
mempunyai Rencana Stratejik (Renstra). Renstra merupakan kegiatan dalam
mencari tahu dimana organisasi berda saat ini, arahan kemana organisasi harus
menuju, dan bagaimana cara (stratejik) untuk mencapai tujuan itu.
3. Penyusunan program
Penyusunan program (programming) adalah proses pembuatan keputusan
mengenai program-program yang akan dilaksanakan organisasi dan taksiran
jumlah sumber-sumber yang akan dialokasikan untuk setiap program tersebut.
Program sendiri merupakan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan organisasi
untuk melaksanakan strategi yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategi
4. Penganggaran
Program-program yang telah ditetapkan harus dikaitkan dengan biaya.
Secara keseluruhan biaya program tersebut akan diringkas dalam bentuk
anggaran. Anggaran sebenarnya merupakan penjabaran secara terperinci atas
program-program yang telah ditetapkan dalam bentuk satuan moneter.
5. Implementasi
Selama tahap implementasi, pemimpin instansi bertanggung jawab untuk
memonitor pelaksanaan kegiatan dan bagian keuangan melakukan pencatatan atas
penggunaan anggaran (input) dan output dalan sistem akuntansi keuangan.
6. Evaluasi kinerja
Dalam rangka penerapan anggaran berbasis kinerja, organisasi

melaksanakan evaluasi kinerja kegiatan pada suatu unit kerja di lingkungannya
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berdasarkan sasaran atau standar kinerja kegiatan yang telah ditetapkan. Evaluasi
kinerja merupakan salah satu alat analisa yang menghasilkan kesimpulan tentang
tingkat efisien dan efektivitas pencapaian sasaran sebagaimana tercantum dalam

dokumen perencanaan dan penganggaran.

Anggaran Berbasis Kinerja Pada
Sekretariat DPRD Kabupaten
Gorontalo Utara

\ 4

v {V y \4

\ 4

Perumusan Perencanaan Penyusunan Penganggaran Implementasi Evaluasi
Strategi Strategik Program Kinerja
Analisis
Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



BAB IlI

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian
Berdasarkan latar belakang penelitian dan kerangka pemikiran seperti yang

telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka yang menjadi objek dalam
penelitian ini adalah Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Pada
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
3.2 Metode Penelitian

Sugiyono (2012) “menjelaskan bahwa metode penelitian pada dasarnya
merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan
tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri
keilmuan vyaitu, rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan
penelitian dilakukan dengan cara-cara masuk akal, sehingga terjangkau oleh nalar
manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang
digunakan”. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Penelitian ini
merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang

menggunakan wawancara sebagai alat pengambilan data pokok.

3.3 Operasional Variabel

Operasionalisasi  variabel diperlukan untuk menjabarkan variabel
penelitian menjadi konsep, dimensi, indikator dan ukuran yang diarahkan untuk

memperoleh nilai variabel lainnya. Disamping itu, tujuannya adalah untuk
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memudahkan pengertian dan menghindari perbedaan persepsi dalam penelitian

ini.
Tabel 3.1
Operasional Variabel
Variabel Sub Variabel Indikator
Penelitan
Implementasi Perumusan Strategi Mengidentifikasi

Anggaran Berbasis
Kinerja Pada

Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten

Gorontalo Utara

Anggarini dan
Puranto (2010:84)

kewajiban-kewajiban
organisasi;

Menilai lingkungan
internal organisasi untuk
mengidentifikasi apa yang
menjadi kekuatan dan
kelemahan;

Menilai lingkungan
eksternal organisasi untuk
mengidentifikasi apa yang
menjadi peluang dan
ancaman;
Mengidentifikasi isu-isu
strategis yang dihadapi
organisasi;

Perumusan startegi untuk

mengelola isu tersebut.

Perencanaan
Strategik

Merumuskan visi dan misi
organisasi;

Merumuskan tujuan dan
sasaran;

Merumuskan strategik-
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strategik untuk mencapai
tujuan dan sasaran

tersebut.

Penyusunan Program

. Analisis usulan program

baru. Usulan program baru
yang diusulkan oleh semua
elemen organisasi akan
diuji kelayakannya;
Penelaahan program yang
sedang berjalan.

Penganggaran Menetapkan standar
analisis belanja;
Membuat tolak ukur
Kinerja.

Implementasi Pemimpin instansi

bertanggung jawab untuk
memonitor pelaksanaan
kegiatan;

Bagian keuangan
melakukan pencatatan atas
penggunaan anggaran
input dan output dalam
sistem akuntansi

keuangan.

Evaluasi Kinerja

Evaluasi efisiensi Kinerja
tingkat kebenaran
pemanfaatan sumber daya
(input).

Evaluasi efektivitas

ketepatan hasil (output).
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3.4 Sumber Data dan Cara Pengumpulannya

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data subyek. Data
subyek merupakan data penelitian yang dilaporkan sendiri oleh responden secara
individual atau secara kelompok yang sumbernya diklasifikasikan berdasarkan
tanggapan (respon) yang diberikan oleh responden. Sumber data dalam penelitian
ini yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh dari survei lapangan yang
menggunakan semua metode pengumpulan data original. Peneliti dapat
mengontrol tentang kualitas data tersebut, dapat mengatasi kesenjangan waktu
antara saat dibutuhkan data itu dengan yang tersedia, dan peneliti lebih leluasa
dalam menghubungkan masalah penelitiannya dengan kemungkinan ketersediaan
data di lapangan, (Kuncoro, 2013). Sedangkan data sekunder adalah data yang
telah dikumpulkan oleh pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat
pengguna data. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku,
dokumen/catatan, tulisan-tulisan karya ilmiah dari berbagai media, arsip-arsip
resmi yang dapat mendukung kelengkapan data primer.Teknik pengumpulan data
yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi, Menurut Sukardi (2015), “observasi atau yang disebut
pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek
dan lebih banyak menggunakan salah satu dari panca indra yaitu indra
penglihatan. Observasi akan lebih efektif jika informasi yang hendak
diambil berupa kondisi atau fakta alami, tingkah laku dan hasil kerja

responden dalam situasi alami”. Dalam hal ini peneliti melakukan
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pengamatan langsung pada lokasi penelitian dengan tujuan menganalisis
anggaran berbasis kinerja pada sekretariat DPRD Kabupaten Gorontalo
Utara.

. Wawancara, Sugiyono (2014) mengemukakan wawancara digunakan
sebagai tehnik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi
pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga
apabila peneliti ini mengetahui hal-hal dari responden yang lebih
mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan
tentang diri sendiri atau self-report atau setidak-tidaknya pada
pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.

. Studi Pustaka, Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelusuran
dengan menggunakan referensi dari buku, jurnal, makalah dan perundang-
undangan terkait dengan objek penelitian untuk mendapatkan konsep dan
data-data yang relevan dengan permasalahan yang dikaji sebagai
penungjang penelitian.

Dokumentasi, Sukardi (2015) pada teknik ini, peneliti dimungkinkan
memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau
dokumen yang ada pada responden atau tempat. Pengumpulan data berupa
data-data sekunder yang berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan
siklus Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Pada Sekretariat

Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
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3.5 Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dilakukan setelah data diperoleh dari hasil wawancara,

dokumentasi, dan observasi. Langkah-langkah yang dilakukan, yaitu:

1.

2.

Peneliti memulai mengorganisasikan semua data yang telah dikumpulkan.
Membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pinggir mengenai
data yang dianggap penting kemudian melakukan pengkodean data.
Menemukan dan mengelompokkan pernyataan yang dirasakan oleh
responden dengan melakukan horizonaliting yaitu setiap pernyataan yang
tidak relevan dengan topik dan pertanyaan maupun pernyataan yang
bersifat repetitive atau tumpang tindis dihilangkan.

Reduksi data (Data Reduction), memilah, memusatkan, dan
menyederhanakan data yang baru diperoleh dari penelitian yang masih
mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Penyajian
data, yaitu dengan merangkai dan menyusun informasi dalam bentuk satu
kesatuan, selektif dan dipahami.

Perumusan dalam simpulan, yakni dengan melakukan tinjauan ulang di
lapangan untuk menguji kebenaran dan validitas makna yang muncul
disana. Hasil yang diperoleh diinterpresentasikan, kemudia disajikan

dalam bentuk naratif.

3.6 Teknik Pengambilan Informan

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi

sebagai informan dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif ini, teknik

sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Sugiyono (2013)
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“menjelaskan bahwa purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel
sumber data dengan peetimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya
orang yang di anggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin
dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi
obyek/situasi sosial yang diteliti”. Adapun alasan mengambil 3 informan sebagai
berikut :
1. Bapak Asri Ma’ruf SE. Mpa
Pemilihan Bapak Asri Ma’ruf SE.Mpa sebagai informan, dikarenakan
peneliti ingin mengetahui tentang anggaran berbasis kinerja pada sekretariat
DPRD kabupaten gorontalo utara karena bapak asri memiliki jabatan sebagai
kepala sub bagian keuangan.
2. Bapak Safrin Junus SE
Pemilihan Bapak Safrin Junus SE sebagai informan, dikarenakan peneliti
ingin mengetahui anggaran berbasis Kinerja pada sekretariat DPRD kabupaten
gorontalo utara karena bapak safrin memiliki jabatan sebagai kepala sub
bagian perlengkapan, administrasi dan kepegawaian.
3. Bapak Sujiwan Mopi ST
Pemilihan Bapak Sujiwan Mopi ST sebagai informan, dikarenakan
penelliti ingin mengetahui tentang anggaran berbasis kinerja pada sekretariat
DPRD kabupaten gorontalo utara karena bapak memiliki jabatan sebagai
bagian staf.
Subjek dalam penelitian ini adalah yang terlibat dalam bidang Analisis

Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Pada Sekretariat Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara, dapat
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dilihat pada tabel

berikut:
Tabel 3.2
Tabel Informan
No Jabatan Nama Jumlah
1 | Kabag Keuangan Asri Ma’ruf SE. Mpa 1
2 | Kabag Administrasi | Safrin Junus SE 1
3 | Staf Sujiwan Mopi ST 1
Jumlah 3

Sumber : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian
4.1.1 Gambaran Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Gorontalo Utara

Tuntutan politik idiologis dan reformasi yang sedang berkembang saat
ini menghendaki diterapkannya prinsip demokrasi yang diwujudkan dalam bentuk
pelaksanaan kegiatan yang cepat, tepat dan tranparansi. Tuntutan ini membawa
implikasi yang sangat tinggi terhadap kemampuan Aparat Sekretariat Dewan
dalam melayani dan memfasilitasi Anggota DPRD. Untuk itu diperlukan upaya
peningkatan kemampuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
sebagai lembaga legislatif yang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah.

Dalam kegiatan dengan pelayanan, dalam hal ini memfasilitasi
kegiatan Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berupa :

a. Penyiapan fasilitas rapat-rapat Anggota DPRD
b. Pelaksanaan urusan rumah tangga DPRD dan perjalanan dinas Anggota
DPRD.
c. Fasilitasi tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD dibidang
legislasi, budgeting dan pengawasan
d. Pengelolaan Tata Usaha DPRD.
Bertolak dari fungsi Sekretariat Dewan tersebut diatas, maka indikator

Kinerja sekarang sebagai berikut :

36
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a. Tersedianya fasilitas penyelenggaraan sidang/rapat pembahasan Ranperda,
RAPBD, Perubahan APBD dan penanganan aspirasi masyarakat pada saat
ini walaupun dengan kondisi yang kurang mendukung agenda-agenda
tersebut sudah dapat dilaksanakan sebagaimana prosentase yang
diharapkan 95 %.

b. Tersedianya fasilitas perjalanan dinas dalam rangka sosialisasi produk
Dewan, penjaringan aspirasi masyarakat dan penangangan pengaduan
masyarakat, pada saat ini sebahagian sudah dapat dilaksanakan dengan
anggaran yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Gorontalo Utara dengan prosentase yang diharapkan 90 %.

c. Tersedianya fasilitas perjalanan dinas dalam peningkatan profesionalisme
dan pemahaman tugas dan fungsi DPRD bagi anggota sudah sebahagian
besar dapat dilaksanakan dengan didukung oleh anggaran yang disediakan
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dengan prosentase

yang diharapkan 100 %.

4.1.1 Visi dan Misi DPRD Kabupaten Gorontalo Utara

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan. Berdasarkan gambaran umum, potensi, permasalahan
dan tantangan yang dihadapi ke depan, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Visi merupakan penjabaran dan mengacu
pada Visi Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2019 — 2023 yang akan dijadikan
pedoman atau acuan dalam menetapkan arah kebijakan produk hukum daerah

yang mendukung pembangunan daerah strategi,pembangunan yang disertai
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dengan rencana kerja dalam rangka regulasi dan pendanan yang bersifat
terencana.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berusaha unutk
mewujudkan suatu visi yang selaras dimasa 5 (lima) tahun mendatang. Dan visi
Sekretariat DPRD ini merupakan bagian integral dari visi pemeritah kabupaten
Gorontalo Utara tahun 2019-2023 yaitu : “Terwujudnya Pelayanan Masyarakat
Yang Prima, Berkualitas, Cepat, Tepat, Akurat serta Inovatif dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu
ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya. Misi adalah tindakan
nyata yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar tujuan organisasi dapat
terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi, diharapkan seluruh
pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal organisasi dan
mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di
masa mendatang. Adapaun Misi dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Gorontalo Utara sebagai berikut :

a) Meningkatkan pelayanan administratif
b) Meningkatkan pelayanan fasillitas
c) Meningkatkan hubungan kerja sama dengan semua lembaga pemerintah

baik eksekutif, yudikatif, dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
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4.1.2 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD

Struktur organisasi dapat menggambarkan secara jelas pemisahan kegiatan
dari pekerjaan antara yang satu dengan kegiatan yang lainnya dan juga bagaimana
hubungan antara aktivitas dan fungsi dibatasi. Di dalam struktur organisasi yang
baik harus dapat menjelaskan hubungan antara wewenang siapa melapor atau
bertanggung jawab kepada siapa, jadi terdapat suatu pertanggungjawaban apa
yang akan di kerjakan. Itulah beberapa definisi struktur organisasi.

Susunan organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Gorontalo Utara yang terdiri dari :
1. Sekretaris DPRD
2. Bagian Tata Usaha dan Humas terdiri dari :
a. Sub bagian perlengkapan, administrasi dan kepegawaian
b. Sub bagian protokol dan dokumentasi
3. Bagian Hukum dan Persidangan terdiri dari :
a. Sub bagian perundang-undangan
b. Sub bagian rapat/persidangan dan risalah
4. Bagian Keuangan terdiri dari :
a. Sub bagian perencanaan dan anggaran
b. Sub bagian verifikasi dan perbendaharaan

Berikut ini penjelasan tugas pokok dan fungsi struktur organisasi
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupan Gorontalo Utara sebagali

berikut :
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a. Sekretaris DPRD
1. Tugas:

a) Menyelenggarakan Administrasi keuangan.

b) Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

c) Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan
oleh DPRD melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuan keuangan daerah.

2. Fungsi :

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis
operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan
DPRD dan secara Administrasi bertanggungjawab kepada Bupati
melalui Sekretaris DPRD.

b. Bagian Tata Usaha dan Humas
1. Tugas:

Melaksanakan sebagian Sekretariat dibidang umum,kehumasan,
perlengkapan dan ketata usahaan, menyiapkan fasilitas rapat-rapat,
konsumsi rapat, perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD,
menyiapkan bahan pembinaan dan mengembangkan hubungan
masyarakat serta administrasi terhadap aspirasi masyarakat.

2. Fungsi:

a) Penyiapan fasilitas dan konsumsi dalam pelaksanaan siding/rapat-

rapat

b) Penyiapan rencana perjalanan dinas Anggota DPRD.
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c) Pelaksanaan urusan rumah tangga,rumah jabatan dan gedung
DPRD.
c. Sub Bagian Perlengkapan, Administrasi, dan Kepegawaian
1. Tugas:

Melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengelolaan
dan pembina administrasi perlengkapan, melakukan urusan surat
menyurat, kepegawaian, kearsipan dan penggandaan.

2. Fungsi :
a) Merencanakan kebutuhan barang unit DPRD dan Sekretariat
DPRD berdasarkan anggaran yang tersedia.
b) Menyusun rencana Kkerja operasional Kkegiatan pelayanan
administrasi.
c) Menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urut
kepangkatan dan formasi pegawai.
d. Sub Bagian Protokol dan Dokumentasi
1. Tugas:

Melakukan urusan keprotokolan dan melakukan pemberitaan
baik melalui media cetak maupun media elektronik serta
mendistribusikan bahan-bahan penerbitan.

2. Fungsi:
a) Mencari, mengumpulkan, mengelola data serta informasi yang

berhubungan dengan keprotokolan, pemberitaan dan dokumentasi.
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b) Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan pedoman dan
petunjuk teknis dibidang keprotokoleranan dan dokumentasi
e. Bagian Hukum dan Persidangan
1. Tugas:

Melaksanakan  sebagian  tugas  Sekretariat  dibidang
penyelenggaraan administrasi yang berkaitan dengan persidangan dan
rapat-rapat, pembuatan risalah fasilitasi kegiatan DPRD dibidang
legislasi, budgeting dan pengawasan, serta menyiapkan peraturan
perundang-undangan sebagai kajian perumusan rancangan peraturan
daerah usul inisiatif DPRD, dan keputusan DPRD.

2. Fungsi:
a) Menyiapkan persidangan DPRD, dan rapat-rapat alat kelengkapan
dewan lainnya serta mengatur tata tempatnya.
b) Menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan.
c) Menyiapkan resume dan laporan hasil rapat DPRD.
f. Sub Bagian Perundang-Undangan
1. Tugas:

Menyiapkan dukungan administrasi yang berkaitan dengan
persidangan dan rapat-rapat , menyiapkan peraturan perundang-
undangan, bahan naskah surat keputusan. Naskah dinas berkaitan
dengan kebijakan DPRD serta membuat buku produk hukum DPRD.

2. Fungsi:

a) Mengatur tata tempat pelaksanaan sidang rapat.
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b) Menyusun skenario dan sidang.
g. Sub Bagian Persidangan/Rapat dan Risalah
1. Tugas:

Menyiapkan administrasi persidangan, tata tempat protokoler
internal persidanga, rapat-rapat alat kelengkapan DPRD dalam rangka
merekam, mencatat, menyusun risalah/notulen sidang,rapat serta
membukukannya dengan fungsi penyiapan pelaksanaa rapat-rapat dan
tata tempat rapat DPRD.

2. Fungsi:
a) Mengikuti acara persidangan dan rapat lainnya yang
diselenggarakan DPRD.
b) Merekam, mencatat, menyusun risalah/notulen sidang/rapat
lainnya.
h. Bagian Keuangan
1. Tugas:

Melaksanakan  sebagian  tugas dibidang  perencanaan,
penganggaran, pembayaran, membuat pembukuan, melaporkan serta
mempertanggungjawabkan keuangan dilingkungan Sekretariat DPRD.

2. Fungsi:
a) Penyusunan rencana anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD.
b) Pelaksanaan penelitian/verifikasi administrasi keuangan.
c) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD dan Sekretaris

DPRD.
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I. Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran
1. Tugas:
Merencanakan, menyusun serta menghitung anggaran DPRD
dan Sekretaiat DPRD serta laporan pelaksanaannya.
2. Fungsi:
a) Menyusun bahan perencanaan anggaran dan kebutuhan serta
perlengkapan rumah tangga DPRD dan Sekretariat DPRD.
b) Pelaksanaan penyusunan rencana belanja pegawail/jasa.
J-  Sub Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan
1. Tugas:
Melaksanakan verifikasi terhadap seluruh dokumen keuangan
DPRD dan Sekretariat DPRD serta menyelenggarakan administrasi
keuangan.
2. Fungsi:
a) Pelaksanaan verifikasi SPP/SPM, SPD, SP2D serta dokumen
pendukung lainnya.
b) Penghitung pajak dan penyiapan dokumen pajak.

c) Pelaksanaan penatausahaan SPM.
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Gambar 4.1
Struktur Organisasi
Sumber: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo
Utara, 2019.



46

4.1.3 Sumber Daya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Potensi sumber daya kepegawaian serta sarana dan prasarana yang dimiliki

sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah sebagai berikut :

1. Personalia

Sekretariat DPRD

1) Susunan Kepangkatan dan Golongan

1. Pegawai Negeri Sipil

9)
h)

Pegawai Negeri Sipil berjumlah 14 ( empat belas ) orang terdiri

: 1 orang
: 1 orang
1 orang
1 orang
: 5 orang
1 orang
: 3orang

1 orang

Tenaga Honorer berjumlah 123 (seratus dua puluh tiga) orang

dari:
Golongan IV/c
Golongan IV/b
Golongan IV/a
Golongan 111/ d
Golongan Ill/c
Golongan Il1/b
Golongan Ill/a
Golongan 1l/b
a. Tenaga Honorer
terdiri dari:

a) Sopir

b) Waker

¢) Tenaga Computer

d) Staf Administrasi

: 5 orang
4 orang
: 5 orang

: 102 orang
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e) Pembantu RT : 7 orang
2) Senjang Pendidikan
b. Pegawai Negeri Sipil
Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat DPRD Kabupaten

Gorontalo Utara berpendidikan sebagai berikut :

1. Pasca Sarjana : 3 orang
2. Sarjana ( S1) : 9 orang
3. SMU / Sederajat : 2 orang

c. Tenaga Honorer
a) Sarjana (S1) : 57 orang
b) SMU / Sederajat : 73 orang

c) SMP/Sederajat : 8 orang.

4.2 Hasil Penelitian

1. Perumusan Strategik

Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke
depan yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan
tujuan strategis dan keuangan perusahaan, serta merancang strategi untuk
mencapai tujuan tersebut. Perumusan strategi seringkali ditujukan sebagai
perencanaan strategi jangka panjang.

Analisis situasi adalah awal proses perumusan strategi. Situasi dan kondisi
harus di analisis agar terdapat sinkronisasi antara kemampuan yang digunakan
sebagai modal agar tercapai tujuan yang maksimal. Selain itu, analisis situasi juga

mengharuskan para pimpinan atau instansi yang terkait dengan perencanaan
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strategi untuk dapat menemukan dan mengukur kesesuaian strategi antara
peluang-peluang eksternal dan kekuatan-kekuatan internal, disamping
memperhatikan ancaman-ancaman eksternal dan kelemahan-kelemahan internal.

Hasil wawancara dengan informan adalah sebagai berikut: Bagaimana cara
menilai lingkungan internal organisasi untuk dapat mengidentifikasi apa yang
menjadi kekuatan dan kelemahan mengenai perumusan strategis pada sekretariat
dewan perwakilan rakyat daerah? Dijawab oleh Informan:

“Nah,memang ini merupakan satu strategi dalam melihat faktor-faktor

yang menjadi kekuatan dan kelemahan dari suatu organisasi.Tentu,dalam

hal potensi yang ada dikita ini khususnya menjadi kekuatan kita nah ini
terus kita maksimalkan, misalnya dengan adanya struktur organisasi
tupoksi kita, kemudian bagaimana kita memaksimalkan sumber daya yang
ada nah ini menjadi satu kekuatan dan terus kita maksimalkan, namun
secara bersamaan juga mungkin ada pula kelemahan ya seperti yang tadi
itu ada kendala SDM dan sapras. Nah ini tentu kelemahannya tentu kita
akan minimalisir dengan kekuatan yang ada misalnya SDM kita menjadi
satu kelemahan ini tentu bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan
walaupun SDM belum cukup tapi bagaimana dengan SDM yang ada ini
kita mampukan mereka ini untuk bisa bekerja. Nah tentu kita barengi
dengan kompotensi, kita ikut kepelatihan, ikut workshop, kita ikut bimtek.

Nah kita minimalisir ini kelemahan yang ada ini dan kekuatan kita

maksimalkan”.(Bapak Asri Ma’ruf).

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa mengenai perumusan strategis
pada sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah dilihat dari kekuatan dan
kelemahannya yakni kedua aspek ini memang masih belum memadai namun
semua ini selalu ditingkatkan dan diperbagus lagi oleh pihak terkait untuk
memaksimalkan perencanaannya. Semua didukung dengannya adanya sumber
daya manusia yang berkompenten didalam bidangnya, walaupun masih tetap kita

dukung dengan mengikuti seminar-seminar pelatihan dibidangnya. Perencanaan

strategi yang dilakukan oleh suatu organisasi pemerintahan menjadi peran
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penting. Rencana kerja organisasi di masa mendatang yang diwujudkan dalam
bentuk kuantitatif, formal, dan sistematis.

Sehingga dapat disimpulkan hasil penelitian terkait perumusan strategik
pada pada sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah di kabupaten Gorontalo
Utara, sudah melakukan perumusan strategi dengan melihat kekuatan dan
kelemahan yang ada pada setiap aspek, guna untuk memaksimalkan aspek ini
perlu peranan penting dari sumber daya manusia yang berkompenten pada
bidangnya.

Selanjutnya pertanyaan terkait: Bagaimana lembaga DPRD menghadapi
isu-isu yang beredar sekarang ini mengenai isu anggaran berbasis Kinerja?

Jawab: Nah tentu, kalau isu-isu ini kan DPRD merupakan lembaga rakyat.
Jadi memang isu itu setiap saat ada tapi terkait dengan anggaran yang
berbasis Kinerja tentu isu ini satu hal yang akan kita analisis baik faktor
internal dan eksternalnya. Faktor internal yang tadi itu SDM, SAPRAS
tapi isu yang ada ini menjadi faktor eksternal nah tentu ini kita akan
analisis dan kemudian kita akan lihat urgensinya apa jika ada isu tersebut.
Tentu, misalnya isu mungkin kurangnya kompotensi sdm nah tentu ini kita
akan genjot dengan pelaksanaan bimtek. Nah ini kan isu-isu seperti ini kan
menjadi strategi kita dalam menentukan tahapan strategi kita dalam
menentukan tahapan strategi untuk menetapkan tujuan, sasaran, dan
kebijakan nanti.(Bapak Asri Ma’ruf).

Berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh informan kedua Bapak Safrin.
Jawabannya adalah:

“Isu anggaran berbasis kinerja sangat didukung oleh lembaga DPRD,
mengingat dengan adanya anggaran berbasis Kinerja diharapkan
pemerintah lebih memprioritaskan program kegiatan yang pro rakyat dan
memiliki manfaat yang cukup besar dan tetap memperhatikan efektifitas
dan efisiensi anggaran”.

Hasil penelitian dari kedua informan diatas menjelaskan bahwa isu

anggaran berbasis kinerja sangat di dukung oleh lembaga Dewan Perwakilan
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Rakyat Daerah dan memang setiap saat isu itu ada akan tetapi sebelumnya isu
tersebut akan dianalisis faktor internal dan eksternalnya dan kemudian dilihat
urgensi kedepannya seperti apa.
2. Perencanaan Strategik
Perencanaan strategik adalah proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi,
penentuan strategi, kebijaksanaan dan program-program strategik yang diperlukan
untuk tujuan-tujuan tersebut, dan penetapan metode-metode yang diperlukan
untuk menjamin bahwa strategik dan kebijaksanaan telah di implementasikan.
Pertanyaan kepada informan: Bagaimana sekretariat DPRD dalam
merumuskan visi dan misi?

Jawab: Ini juga visi dan misi kita lihat dulu visi misi bupati maupun wakil
bupati yang terpilin. Nah ini kita kemudian masukan direncana strategi
(renstra) pemerintah daerah ada renstra opd kita jabarkan kemudian kita
menentukan visi dan misi. Tentu itu ada pokok-pokok visi itu kan biasanya
sampai 3 pilihan,nah setelah 3 pilihan kita mengambil mana yang paling
pas dengan visinya bupati dan wakil bupati yang terpilih. Kalau kita kan
misalnya terwujudnya pelayanan masyarakat yang berkualitas
cepat,tepat,akurat secara inovatif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
anggota DPR. Nah visi kita ini sudah kita rangkum dalam pokok-pokok
visi kurang lebih ada 3 kita pilih visi yang memang pas dan cocok dengan
visi yang diemban oleh bupati dan wakil bupati terpilih. Demikian pula
misi, misi ini kita dari visi kemudian kita turunkan ke rumusan-rumusan
visi. Nah misi ini kan bisa kita sampai tadi kita visi, nah misi kita itu ada
kurang lebih 3, nah ini rumusan dari pada visi yang ada disekretariat
DPRD GORUT meningkatkan pelayanan administrasi, mengembangkan
dan meningkatkan sdm, mempercepat proses penyampaian aspirasi dan
hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang ada dipemerintah
daerah.

Penjelasan ini dipertegas oleh Bapak Safrin Yunus:

Jawab: Sekretariat DPRD dalam merumuskan visi dan misi organisasi
tentunya tetap mengacu pada visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih.

Namun berbeda dengan jawaban Bapak Sujiwan:
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Jawabannya: Merumuskan visi dan misi itu kami berdasarkan Kinerja
disitu ada dokumen yang kami buat yaitu ada dokumen LAKIP (Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Berdasarkan hasil penelitian dari ketiga informan diatas menunjukkan
bahwa dalam perencanaan strategi diawali dengan penyusunan visi dan misi. Visi
dan misi pada sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah ini dibentuk
berdasarkan rapat dengan Bupati terlebih dahulu, kemudian dirumuskan oleh
sekretariat DPRD. Pemerintah daerah pada umumnya harus mempunyai suatu
strategi dalam meningkatkan sumber keuangan daerahnya tersebut. Karena
dengan adanya Pendapatan Asli Daerah akan meningkatkan sumber pendapatan
bagi daerahnya masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah hendaknya
memperlihatkan perencanaan secara terpadu dan terintegrasi antara kebijaksanaan
perencanaan program dan kebijaksanaan pembiayaan penyelenggaraan
pemerintah daerah. Namun pada umumnya strategi untuk mencapai keberhasilan
suatu daerah akan berjalan semestinya dilihat dari visi daerahnya masing-masing
agar mencapai suatu tujuan yang dapat mensejahterakan masyarakat.

Sehingga dapat disimpulkan hasil penelitian terkait perencanaan strategik
pada pada sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah di kabupaten Gorontalo
Utara, yakni sudah melakukan perumusan visi dan misinya terlebih dahulu. Selain
mereka mengikuti aturan yang berlaku, kantor ini juga selalu mengedepankan visi
dan misi kearah yang lebih baik.

3. Penyusunan Program
Penyusunan program (programming) adalah proses pembuatan keputusan

mengenai program-program yang akan dilaksanakan organisasi dan taksiran
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jumlah sumber-sumber yang akan dialokasikan untuk setiap program tersebut.
Program sendiri merupakan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan organisasi
untuk melaksanakan strategi yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategi.
Penyusunan program meliputi dua kegiatan utama, yaitu: (a) analisis usulan
program baru Usulan program baru yang diusulkan oleh semua elemen organisasi
akan diuji kelayakannya dan (b) Penelaahan program yang sedang berjalan.
Sebagaimana wawancara dengan informan:
Pertanyaannya adalah: Bagaimana strategi sekretariat DPRD dalam
menelaah program yang sedang berjalan?
Jawaban dari informan Bapak Asri Maruf: Yang kalau dalam hal menelaah
program ini kan kegiatan ini kita kan sudah dipatok harus ada rencana per
triwulan : triwulan 1, twiwulan 2, dan triwulan 3. Jadi kalau misalnya
triwulan 1 dengan anggaran yang ada itu kita maksimalkan di triwulan 1
kalau misalnya triwulan 1 belum maksimal kita akan maksimalkan di
triwulan 2 dan seterusnya. Jadi dengan melihat situasi kondisi faktor
pendukung SDM, sapras nah ini tentu setiap triwulan Kita lihat dan kita
evaluasi bagaimana program kegiatan ini sudah mencapai berapa persen
dalam triwulannya sudah sesuai seterusnya kita lakukan seperti itu.
Berbeda dengan penjelasan informan kedua:
Jawab: Strategi dalam menelaah program yang sedang berjalan adalah
tentunya dengan tetap memperhatikan target, tujuan dan sasaran dari
program kegiatan yang telah ditetapkan.
Berdasarkan hasil wawancara dari kedua infoman diatas menjelaskan
bahwa dalam hal penyusunan programnya itu sudah ditentukan dari perencanaan,
karena umumnya program ini dibentuk berdasarkan 3 triwulan, yakni triulan 1, 2

dan 3, dan strategi dalam menelaah program yang sedang berjalan tentunya

dengan tetap memperhatikan target, tujuan dan sasaran program kegiatan.
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Kemudian akan dievaluasi untuk mengetahui pencapaian akhir dari rencana yang
sudah dibuat.

Sehingga dapat disimpulkan hasil penelitian terkait penyusunan program
pada sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah di kabupaten Gorontalo Utara,
dilihat dari penjelasannya bahwa program yang mereka jalankan selalu bisa
mecapai output maksimal.

4. Penganggaran

Anggaran merupakan suatu instrument penting didalam manajemen karena
merupakan bagian dari perencanaan yang termasuk dalam fungsi manajemen.
Didalam dunia bisnis maupun organisasi sektor publik termasuk pemerintah,
anggaran merupakan bagian dari aktivitas yang dilakukan secara rutin. Anggaran
dalam akuntansi pemerintahan merupakan dasar pelaksanaan suatu kegiatan yang
dapat dibiayai oleh keuangan negara/daerah.

Pertanyaan kepada informan: Bagaimana alokasi anggaran di Sekretariat

DPRD?
Jawabannya: Nah ini alokasi anggaran disekretiat DPRD punya terukur
kita di 2020 itu anggaran disekretariat DPR kurang lebih 24 sekian milyar
nah untuk tahun 2021 juga kita beralokasi kurang lebih 24 milyar kurang
lebih kalau anggaran kita di 2020 ini kurang lebih 34.30.16558 nah ini kan
terbagi dalam beberapa program dan kegiatan kalau Kkita di 2021 itu
anggaran kita kurang lebih 34.348.541500 nah ini terbagi dalam program
kurang lebih 7 program dan 16 kegiatan itu 2020 nah itu anggarannya
kurang lebih 34 milyar sama dengan tahun ini . Kalau tahun ini kita malah
dengan peraturan yang baru ini kita sudah lebih detail program kegiatan
malah sub kegiatan tapi ini belum masuk dalam sub pertanyaan.(Bapak
Asri)

Berbeda jawaban dari informan kedua Bapak Safrin Yunus.

Jawab: Alokasi anggaran di sekretariat DPRD tetap memperhatikan
kebutuhan guna menunjang proses fasilitasi tugas dan fumgsi DPRD.
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Berdasarkan hasil penelitian dari kedua infroman diatas menunjukkan
bahwa anggaran pada sekretariat DPRD ini dikeluarkan berdasarkan kebutuhan
dari program yang direncanakan. Nominal anggarannya-pun sangat baik, karena
mereka mengeluarkan biaya anggaran berdasarkan perencanaannya diawal. Akan
tetapi Sekretariat DPRD tetap memperhatikan kebutuhan guna menunjang proses
fasilitas tugas dan fungsi DPRD.

Sehingga dapat disimpulkan hasil penelitian terkait penganggaran pada
sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah di kabupaten Gorontalo Utara, yakni
sudah tercatat dengan bagus, ini diperkuat dengan penjelasan bahwa dalam
pengeluaran biaya anggarannya itu berdasarkan perencanaan program yang
dibuat.

Selanjutnya pertanyaan terkait Anggaran berbasis kinerja di sekretariat
DPRD kabupaten gorontalo utara dikatakan sudah baik, lalu bukti dari penerapan
anggaran berbasis Kinerja itu apa?

Jawab: Kalau bukti itu berarti kita berbicara mengenai prestasi nah selama

ini pengalaman kami sekretariat DPRD kabupaten gorontalo utara tidak

pernah ada catatan merah ditingkat setda kabupaten gorontalo utara seperti
itu saja, formulasinya seperti itu. (Bapak Sujiwan).

Berdasarkan penjelasan informan diatas bahwa bukti dari penerapan
anggaran berbasis kinerja itu berari berbicara mengenai prestasi, menurutnya

sekretariat DPRD kabupaten gorontalo utara tidak pernah mengalami catatan

merah ditingkat sekretariat daerah.



55

5. Implementasi

Implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka
menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat
membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup,
Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi
dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan
kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya
keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan
kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana mengahantarkan kebijaksanaan secara
kongkrit ke masyarakat.

Pertanyaan kepada informan: Bagaimana cara sekretariat DPRD dalam
melakukan pencatatan atas penggunaan anggaran baik secara input maupun
output?

Dan jawabanyya adalah: Proses pencatatan, penilaian dan identifikasi

semua transaksi yang terjadi di pemerintah daerah, baik provinsi, kota

maupun kabupaten dari sisi output berupa laporan keuangan yang
ditujukan kepada pihak-pihak seperti DPRD, Badan Pengawas Keuangan,

para investor donatur dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Di

pemerintahan proses pencatatan ini diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP)

No. 12 Tahun 2019 mengenai pengelolaan keuangan daerah, dan diatur

pula dalam PERMENDAGRI/Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13

Tahun 2006. Setiap pencatatan transaksi harus disertakan dengan

dokumen-dokumen dan bukti-bukti transaksi yang sah untuk kemudian

dimasukan ke dalam jurnal buku besar pembantu. (Bapak Asri)

Penjelasan ini juga dipertegas kembali oleh informan kedua dan ketiga
(Bapak Safrin dan Sujiwa).

Jawabannya: Prosesnya yakni mulai dari pencatatan, penilaian dan

identifikasi semua transaksi yang terjadi di pemerintah daerah, baik

provinsi, kota maupun kabupaten dari sisi output berupa laporan keuangan
yang ditujukan kepada pihak-pihak seperti DPRD, Badan Pengawas
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Keuangan, para investor donatur dan pihak-pihak yang berkepentingan
lainnya.

Berdasarkan penjelasan dari ketiga informan diatas bahwa hasil penelitian
menjelaskan bahwa proses implementasi pada sekretariat DPRD yakni dilihat
Proses pencatatan, penilaian dan identifikasi semua transaksi yang terjadi di
pemerintah daerah, baik provinsi, kota maupun kabupaten dari sisi output berupa
laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak seperti DPRD, Badan
Pengawas Keuangan, para investor donatur dan pihak-pihak yang berkepentingan
lainnya. Selama tahap implementasi, pemimpin instansi bertanggung jawab untuk
memonitor pelaksanaan kegiatan dan bagian keuangan melakukan pencatatan atas
penggunaan anggaran (input) dan output dalan sistem akuntansi keuangan.

Sehingga dapat disimpulkan hasil penelitian terkait implementasi pada
sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah di kabupaten Gorontalo Utara, dilihat
dari hasil outputnya sudah maksimal. Ini diperjelas dengan adanya proses
pencatatan, penilaian dan identifikasi semua transaksi yang terjadi di selama 1
tahun.

6. Evaluasi Kinerja
Membahas mengenai masalah Kinerja tentu tidak terlepas dari proses,
hasil dan daya guna. Dalam hal ini kinerja (prestasi kerja) merupakan hasil kerja
secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam
melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja, seperti lingkungan kerja,
kelengkapan kerja, budaya kerja, motivasi, kemampuan pegawai, struktur

organisasi, kepemimpinan dan sebagainya.
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Pertanyaan kepada informan: Bagaimana lembaga DPRD mengevaluasi
efisiensi kinerja mengenai pemanfaatan sumber daya (input)?

Jawaban: Lembaga DPRD dalam melakukan evaluasi kinerja pemerintah
daerah, tentunya dengan memaksimalkan fungsi pengawasan yang
dimilikinya karena satu dari tiga fungsi yang dimiliki oleh DPRD yakni
mengawasi jalannya roda pemerintah. Kegiatan monitoring dan evaluasi
kinerja dilakukan terhadap mitra-mitra kerja yakni organisasi perangkat
daerah yang ada. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan rapat dengan
pendapat atau rapat bersama mitra kerja, untuk mendengarkan dan
memperoleh informasi terkait progres pelaksanaan program kegiatan yang
sudah dianggarkan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Lembaga DPRD dalam melakukan
evaluasi kinerja pemerintah daerah, dengan cara memaksimalkan fungsi
pengawasan yang dimilikinya karena satu dari tiga fungsi yang dimiliki oleh
DPRD yakni mengawasi jalannya roda pemerintah. Kegiatan monitoring dan
evaluasi kinerja dilakukan terhadap mitra-mitra kerja yakni organisasi perangkat
daerah yang ada.

Sehingga dapat disimpulkan hasil penelitian terkait evaluasi kinerja pada
sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah di kabupaten Gorontalo Utara, dilihat

dilakukan berdasarkan rapat dan hasil evaluasinya akan dibacakan untuk

informasi terkait progres pelaksanaan program kegiatan yang sudah dianggarkan.

4.3 Pembahasan
1. Perumusan Strategik
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas terkait perumusan
strategik pada sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah penulis
menyimpulkan bahwa dapat dilihat dari kedua aspek yakni kekuatan dan

kelemahan yang belum memadai. Namun kedua aspek tersebut diperbagus dan
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ditingkatkan lagi oleh pihak yang terkait untuk dapat dimaksimalkan
perencanaannya. Kekuatan dan kelemahan ini didukung dengan adanya sumber
daya manusia yang berkompeten di dalam bidangnya meskipun tetap dibarengi
dengan mengikuti kepelatihan dan bimtek dibidangnya. Oleh karena kelemahan
dapat diminimalisir dan kekuatan dapat dimaksimalkan.

Perumusan memegang peranan penting dalam ruang lingkup karena
menjadi penentu dan sekaligus memberi arah terhadap tujuan yang ingin dicapai.
Dengan perencanaan yang matang, suatu pekerjaan tidak akan berantakan dan
tidak terarah. Perencanaan yang matang dan disusun dengan baik akan memberi
pengaruh terhadap ketercapaian tujuan. Strategi merupakan alat untuk mencapai
tujuan, dalam pengembangannya konsep mengenai strategi harus terus memiliki
perkembangan dan setiap orang mempunyai pendapat atau definisi yang berbeda
mengenai strategi. Strategi dalam suatu dunia bisnis atau usaha sangatlah di
butuhkan untuk pencapaian visi dan misi yang sudah di terapkan oleh perusahaan,
maupun untuk pencapaian sasaran atau tujuan, baik tujuan jangka pendek maupun
tujuan jangka panjang.

Tahap paling awal dalam penyusunan anggaran berbasis Kinerja adalah
perencanaan. Perencanaan dimulai dari perumusan strategi. Pada prinsipnya,
terdapat beberapa langkah yang lazim dalam melakukan perumusan strategi yaitu:

1. Mengidentifikasi kewajiban-kewajiban organisasi,

2. Menilai lingkungan internal organisasi untuk mengidentifikasi apa yang

menjadi kekuatan dan kelemahan (core competence),



59

3. Menilai lingkungan eksternal organisasi untuk mengidentifikasi apa

yang menjadi peluang dan ancaman,

4. Mengidentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi organisasi,

5. Perumusan strategi untuk mengelola isu tersebut.

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan
mengenai isu anggaran berbasis kinerja bahwa lembaga DPRD dalam menghadapi
isu anggaran berbasis kinerja sangat di dukung oleh lembaga DPRD di karenakan
lembaga DPRD merupakan lembaga rakyat. Isu anggaran berbasis kinerja setiap
saat itu ada akan tetapi sebelumnya isu tersebut akan dianalisis faktor internal dan
eksternalnya, Kemudian dilihat urgensi kedepannya seperti apa. Mengingat
dengan adanya anggaran berbasis Kkinerja diharapkan pemerintah lebih
memprioritaskan program kegiatan dan tetap memperhatikan efektivitas dan
efisiensi anggaran.

Selama ini, isu-isu yang terkait perumusan strategik menjadi sangat
penting, ini didasari karena perumusan strategik dijadikan proses pemilihan
tujuan-tujuan organisasi; penentuan strategi, kebijakan dan program-program
strategik yang diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut; dan penetapan metode-
metode yang diperlukan untuk menjamin bahwa strategi dan kebijakan telah
diimplementasikan.

2. Perencanaan Strategik

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan

bahwa terkait aspek perencanaan strategik pada sekretariat DPRD yaitu diawali

dengan penyusunan visi dan misi. Visi dan misi pada sekretariat DPRD ini
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dibentuk berdasarkan rapat dengan bupati dan wakil bupati terlebih dahulu,
kemudian dirumuskan oleh sekretariat DPRD. Selain itu, sekretariat DPRD
mengikuri aturan berlaku serta selalu mengedepankan visi dan misi ke arah yang
lebih baik.

Untuk penyusunan anggaran berbasis Kinerja, terlebih dahulu harus
mempunyai Rencana Stratejik (Renstra). Renstra merupakan kegiatan dalam
mencari tahu dimana organisasi berada saat ini, arahan kemana organisasi harus
menuju, dan bagaimana cara (stratejik) untuk mencapai tujuan itu.

a. Merumuskan visi dan misi organisasi. Visi menyatakan cara pandang jauh
ke depan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis,
antisipatif, dan inovatif. Sementara misi adalah sesuatu yang harus
dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan visi yang ditetapkan,
agar tujuan organisasi dapat terlaksana dengan baik.

b. Merumuskan tujuan dan sasaran (goal setting). Tujuan strategik memuat
secara jelas arah mana yang akan dituju atau diinginkan organisasi, yang
merupakan penjabaran lebih lanjut atas misi yang telah ditetapkan. Sasaran
strategik merupakan penjabaran lebih lanjut dari misi dan tujuan, yang
merupakan bagian integral dalam proses pencapaian Kkinerja yang
diinginkan.

c. Merumuskan strategik-strategik untuk mencapai tujuan dan sasaran
tersebut.

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang

ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction). Visi juga
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harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang harus
diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah
pembangunan jangka panjang daerah. Sedangkan rumusan misi juga disusun
dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan
internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan
yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau
langkah yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan visi.
3. Penyusunan Program

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan
bahwa terkait penyusunan program pada sekretariat DPRD vyaitu dalam hal
penyusunan program itu sudah ditentukan terlebih dahulu dari perencanaan,
dikarenakan program ini dibentuk berdasarkan 3 triwulan dan strategi sekretariat
DPRD dalam menelaah program yang sedang berjalan tentunya tetap
memperhatikan target, tujuan dan sasaran program kegiatan. Kemudian akan
dievaluasi untuk mengetahui pencapaian akhir dari rencana yang sudah dibuat
terlebih dahulu.

Penyusunan program adalah proses penentuan kegiatan-kegiatan yang
akan dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam jangka panjang (umumnya untuk
jangka waktu 3 sampai dengan 5 tahun) dan penaksiran jumlah sumber-sumber
yang dialokasikan pada setiap program.

Dalam proses pelaksanaan suatu program sesungguhnya dapat berhasil,
kurang berhasil, ataupun gagal sama sekali apabila ditinjau dari wujud hasil yang

dicapai atau outcome. Karena dalam proses tersebut turut bermain dan terlihat
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berbagai unsur yang pengaruhnya bersifat mendukung maupun menghambat
pencapaian sasaran suatu program. Proses penyusunan program sebagai bagian
dari kegiatan perencanaan dan pengendalian suatu organisasi akan menghadapi
masalah yang lebih kompleks terutama dalam kondisi lingkungan yang penuh
ketidakpastian.

4. Penganggaran

Berdasarkan uraian hasil penelitian terkait penganggaran pada sekretariat
DPRD vyaitu anggaran yang dikeluarkan berdasarkan kebutuhan dari program
yang sudah direncanakan oleh sekretariat DPRD. Nominal anggaran sangat baik
dikarenakan sekretariat DPRD mengeluarkan biaya anggarannya berdasarkan
perencanaan diawal. Akan tetapi disamping itu sekretariat DPRD tetap
memperhatikan kebutuhan biaya anggaran guna menunjang proses fasilitas tugas
dan fungsi DPRD.

Anggaran menggambarkan rencana dan pedoman pelaksanaan didalam
penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode tertentu. Adanya anggaran
tersebut pemerintah dapat mengukur kemampuan keuangan untuk membiayai
pembangunan dengan melihat ekspektasi pendapatan dalam periode tersebut.
Anggaran sektor publik memuat rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam
bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam
bentuk yang sederhana anggaran publik merupakan suatu dokumen yang
menjelaskan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi
terkait pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa

yang akan dilakukan organisasi dimasa yang akan datang. Setiap anggaran
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memberikan informasi tentang apa yang hendak dilakukan dalam beberapa
periode yang akan datang.

Bukti dari penerapan anggaran berbasis kinerja pada sekretariat DPRD
bahwa jika bukti itu berarti berbicara mengenai prestasi, selama ini sekretariat
DPRD kabupaten gorontalo utara tidak pernah ada catatan merah di tingkat
sekretariat daerah kabupaten gorontalo dikarenakan sekretariat DPRD
mengeluarkan biaya anggarannya sesuai perencanaan diawal.

Program-program yang telah ditetapkan harus dikaitkan dengan biaya.
Secara keseluruhan biaya program tersebut akan diringkas dalam bentuk
anggaran. Anggaran sebenarnya merupakan penjabaran secara terperinci atas
program-program yang telah ditetapkan dalam bentuk satuan moneter. Dalam
proses penyusunan anggaran berbasis kinerja yang harus diperhatikan adalah
menetapakan standar analisis belanja dan membuat tolak ukur kinerja.

5. Implementasi

Berdasarkan uraian hasil penelitian terkait mplementasi pada sekretariat
DPRD kabupaten gorontalo utara bahwa jika dilihat dari Proses pencatatan,
penilaian dan identifikasi semua transaksi yang terjadi di pemerintah daerah
selama 1 tahun, baik provinsi, kota maupun kabupaten dari sisi outputnya berupa
laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak seperti lembaga DPRD,
Badan Pengawas Keuangan, para investor donatur dan pihak-pihak yang
berkepentingan lainnya. Selama tahap pengimplementasian, pemimpin instansi

bertanggung jawab penuh untuk memonitoring pelaksanaan kegiatan dan bagian
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keuangan melakukan pencatatan atas penggunaan anggaran (input) dan output
dalam sistem akuntansi keuangan.

Implementasi pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat
mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan
kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung
mengimplementasikan dalam bentuk programprogram atau melalui formulasi
kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam
bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang
memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan
pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain
Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala
Daerah, Keptusan Kepala Dinas, dll.

6. Evaluasi Kinerja

Berdasarkan uraian hasil penelitian terkait evaluasi Kkinerja bahwa
Sekretariat DPRD kabupaten gorontalo utara dalam melakukan evaluasi kinerja,
yaitu dengan memaksimalkan dengan memaksimalkan fungsi pengawasan yang
dimilikinya karena satu dari tiga fungsi yang dimiliki oleh sekretariat DPRD
yakni mengawasi jalannya roda pemerintahan. Kegiatan memonitoring dan
evaluasi Kinerja dilakukan terhadap mitra-mitra kerja yakni dengan organisasi
perangkat daerah yang ada. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan rapat
dengan pendapat atau rapat bersama mitra kerja, serta untuk mendengarkan dan
memperoleh informasi terkait progres pelaksanaan program kegiatan yang sudah

dianggarkan terlebih dahulu oleh sekretariat DPRD.
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Evaluasi kinerja merupakan proses penilaian dan pengungkapan masalah

implementasi kebijakan untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas

Kinerja, baik dari sisi efisiensi dan efektivitas dari suatu program/kegiatan. Cara

pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan dengan cara membandingkan hasil terhadap

target (dari sisi efektivitas) dan realisasi terhadap rencana pemanfaatan sumber

daya (dilihat dari sisi efisiensi). Hasil evaluasi kinerja merupakan umpan balik

(feed back) bagi suatu organisasi untuk memperbaiki kinerjanya.

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKKPD)

dilaksanakan dengan 5 tujuan, yaitu:

1)

2)

3)

4)

5)

Untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah
dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah dengan capaian keluaran
dan hasil yang telah direncanakan;

Untuk membandingkan tingkat capaian Kinerja antar satu daerah dengan
daerah lainnya dalam wilayah provinsi dan nasional;

Sebagai umpan balik dan rekomendasi bagi daerah untuk mendorong
peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;

Sebagai dasar Pemerintah memberikan penganugerahan kepada
Pemerintah Daerah yang dinilai berkinerja tertinggi hasil Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKKPD) terhadap Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);

Sebagai dasar Pemerintah melakukan pembinaan dalam rangka

peningkatan kapasitas daerah, sebagaimana Perpres No. 59 Tahun 2012
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tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan

Daerah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ana Muchlisa
Rezeqiah (2017) bahwa hasil dari penelitian terkait anggaran berbasis kinerja
menunjukkan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap
akuntabilitas kmerja instansi pemerintah. selanjutnya penelitian Dwi Mauri
Andini (2018) yakni anggaran berbasis kinerja secara simultan dan parsial terbukti
berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada BAPPEDA Provinsi

SUMSEL.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil wawancara pada lokasi penelitian, maka dapat
dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Dilihat dari aspek perumusan strategik dapat disimpulkan hasil penelitian
terkait variabel ini pada sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah di
kabupaten Gorontalo Utara, sudah melakukan perumusan strategi dengan
melihat kekuatan dan kelemahan yang ada pada setiap aspek, guna untuk
memaksimalkan aspek ini perlu peranan penting dari sumber daya manusia
yang berkompenten pada bidangnya.

2. Dilihat dari aspek perencanaan strategik dapat disimpulkan hasil penelitian
terkait variabel ini pada sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah di
kabupaten Gorontalo Utara, yakni sudah melakukan perumusan visi dan
misinya terlebih dahulu, Selain mereka mengikuti aturan yang berlaku, kantor
ini juga selalu mengedepankan visi dan misi kearah yang lebih baik.

3. Dilihat dari aspek penyusunan programnya dapat disimpulkan hasil penelitian
terkait variabel ini pada sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah di
kabupaten Gorontalo Utara bahwa program yang mereka jalankan selalu bisa
mencapai output dengan maksimal.

4. Dilihat dari aspek penganggarannya dapat disimpulkan hasil penelitian terkait

variabel ini pada sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah di kabupaten
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5. Gorontalo Utara yakni sudah tercatat degan bagus, ini diperkuat dengan
penjelasan bahwa dalam pengeluaran biaya anggarannya itu berdasarkan
perencanaan program yang dibuat.

6. Dilihat dari aspek implementasinya dapat disimpulkan hasil penelitian terkait
variabel ini pada sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah di kabupaten
Gorontalo Utara hasil outputnya sudah maksimal. Ini diperjelas dengan
adanya proses pencatatan, penilaian dan identifikasi semua transaksi yang
terjadi di selama 1 tahun.

7. Dilihat dari aspek evaluasi kinerja dapat disimpulkan hasil penelitian terkait
variabel ini pada sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah di kabupaten
Gorontalo Utara dilakukan berdasarkan rapat dan hasil evaluasinya akan
dibacakan untuk informasi terkait progres pelaksanaan program kegiatan yang

sudah dianggarkan.

5.2 Saran

Dari kesimpulan yang di uraikan di atas, maka dapat dikemukakan saran
sebagai berikut:

1) Di sarankan kepada pihak sekretariat DPRD agar senantiasa mempertahankan

kinerja SDM dan sering mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keahlian

ataupun kemampuan SDM dalam bidangnya, khususnya bagian anggaran.

2) Di sarankan bagi peneliti selanjutnya, hendaknya meneliti lebih mendalam
tentang kinerja SDM serta menggali lebih dalam lagi pembahasan tentang

akuntansi berbasis Kinerja.
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Pimpinan dan
Anggota DPRD

—
NO | PROGRAM |  KEGIATAN | —___ANGGARAN T [oKasI |
L 2019 2020 KEGIATAN
1. Rapat-Rapat 1. 3.253.493.000 [1. 2.206.245.000,00 | Kabupaten
Pelayanan Koordinasi dan 2. 5.025.202.600 R. 5.595.883.500.00 Gorontalo Utara
I | Administrasi | , Konsultasi
Perkantoran 2 Penyed} -
Operasional
Kantor
Peningkatan 1. Pengadaan 1. 588.500.000 |1. 1.705.893.000,00 Kabupaten
9 | 'Sarans dan Sarana dan Gorontalo Utara
Prasarana Prasarana
Aparatur
. 1. Pengadaan
Peningkatan : :
3 | Disiplin poaianDinas | 4 738600000 |1, 142.750.000,00 osis e
AL Perlengkapannya
1. Bimbingan
Peningkatan Teknis i
Kapasitas Implementasi abupaten
? Suriber Daya Peraturan L 2000000 [k 375000000 Gorontalo Utara
Aparatur Perundang-
Undangan
Penataan 1. Legislasi
Rancangan Kabupaten
5 T sxatyen Peraturan 1. 320.000.000 g Gokr):r}:t;li) Utara
Perundang- Perundang-
Undangan Undangan
1. Pembahasan
Rancangan
Peraturan Daerah
i ialo,
; dliiagggﬁnas? 1. 113.535.600 | 1. 205.000.000,00
Dengan Pejabat | 2. 50.000.000 2. 30.000.000,00
Peningkatan Pemerintah 3. 906.118.900 | 3. 465.000.000,00
Kapasitas 3. Rapat-Rapat Alat | 4. 409.000.000 | 4. 157.500.000,00
6 | Lembaga Kelengkapan 5. 950.120.000 | 5. 908.270.000,00
Perwakilan Dewan 6. 10.720.500 [ 6. 10.875.000,00
Rakyat 4. Rapat-Rapat 7. 1.200.249.900 | 7. 477.000.000,0
Paripurna 8. 176.730.000 |8. 0,00
5. Kegiatan Reses
6. Kunjungan Kerja
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7. Peningkatan
Kapasitas
Pimpinan dan
Anggota DPRD

8. Sosialisasi
Peraturan
Perundang-

Undangan

Peningkatan Pelayanan
Pelayanan Umum Rumah
Pimpinan Tangga Pimpinan

DPRD DPRD

1. 1.210.000.000

1. 1.210.000.000

JUMLAH

25.952.050.000

24.348.541.500,00

Kwandang, 14 Juni 2021

Kepala Bagian Keuangan

NIP.19670108 198903'1 010
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Lampiran 2 : Pertanyaan Wawancara

1.

10.

Apakah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah menerapkan
sistem anggaran berbasis kinerja? Jika telah melaksanakan apa saja yang
menjadi kendala dalam pelaksanaannya?

Apa permasalahan yang sering timbul pada sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja?

Bagaimana cara menilai lingkungan internal organisasi untuk dapat
mengidentifikasi apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan mengenai
perumusan strategis pada sekretariat DPRD ?

Bagaimana lembaga DPRD menghadapi isu-isu yang beredar sekarang ini
mengenai isu anggaran berbasis kinerja?

Bagaimana sekretariat DPRD dalam merumuskan visi dan misi?
Bagaimana strategi sekretariat DPRD dalam menelaah program yang
sedang berjalan?

Bagaimana alokasi anggaran disekretariat DPRD kabupaten gorontalo
utara?

Anggaran berbasis kinerja di sekretariat DPRD kabupaten gorontalo utara
dikatakan sudah baik, lalu bukti dari penerapan anggaran berbasis kinerja
itu apa?

Bagaimana cara sekretariat DPRD dalam melakukan pencatatan atas
penggunaan anggaran baik secara input maupun output?

Bagaimana lembaga DPRD mengevaluasi efisiensi kinerja mengenai

pemanfaatan sumber daya (input)?
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ABSTRACT

MENTARI BUYUNGGADANG. E1117132. THE ANALYSIS OF
PERFORMANCE-BASED BUDGET IMPLEMENTATION AT THE
SECRETARIAT OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVE OF
NORTH GORONTALO REGENCY

This study aims to determine the analysis of performance-based budget
implementation at the Secretariat of the Regional House of Representatives of
North Gorontalo Regency. The method used in this study is a qualitative
descriptive method. The sources of data used are primary data and secondary
data. The data collection techniques used are observation, interviews, literature
study, and documentation. The data analysis method employed is through data
reduction, data display, and conclusion drawing. The results of this study indicate
that from the aspect of strategic formulation, they have carried out strategy
formulation. In the strategic planning aspect, it is found that they have
implemented the vision and mission formulation. In the programming aspect, it is
said that the programs they run can always achieve maximum output In the case
of the budgeting aspect, it has been recorded well. It is found that the
implementation aspect based on the output results are the sapreTas,HiEs
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ABSTRAK

MENTARI BUYUNGGADANG. E1117132. ANALISIS IMPLEMENTASI
ANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO
UTARA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis implementasi anggaran
berbasis kinerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Gorontalo Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode deksriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan
data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi,
wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Sementara metode analisis data yang
digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa dilihat dari aspek perumusan strategik sudah
melakukan perumusan strategi, kemudian aspek perencanaan strategik dapat
disimpulkan yakni sudah melaksanakan perumusan visi dan misi, aspek
penyusunan programnya dapat disimpulkan bahwa program yang mereka jalankan
selalu bisa mencapai output dengan maksimal, aspek penganggarannya dapat
disimpulkan bahwa sudah tercatat dengan bagus, aspek lmpl pat

kegiatan yang sudah dianggarkan.

Kata kunci: implementasi anggaran, berbasis Kinerja
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